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ABSTRAK

Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 tahun 2018
kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan
dasar minimal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Menurunnya angka kemiskinan dari 7,67% pada tahun 2016 menjadi 6,67 pada tahun 2018,
rata-rata mengalami penurunan 1%. Rumusan masalah: 1. Bagaimana cara penanggulangan
kemiskinan oleh pemerintah berdasarkan Perda nomor 12 tahun 2018 tentang penanggulangan
kemiskinan dan penerapannya di Kabupaten Pasamant. 2. Apa saja kendala-kendala yang
dihadapi pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Pasaman. 3. Apa
saja upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan di
Kabupaten Pasaman. Metode penelitian yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer.
Simpulan: 1. Cara penanggulangan kemiskinan yaitu pendataan penduduk miskin secara
akurat dan terpadu, mengurangi pengeluaran beban masyarakat miskin, meningkatkan
kemampuan dan pendapatan, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi
mikro dan kecil, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dan
penguatan lembaga penanggulangan kemiskinan. 2. Kendala menghambat yaitu
ketidakakuratan data dari penduduk, keterbatasan tenaga kerja dan rendahnya kemauan
masyarakat untuk meningkatkan kemampuan. 3. Upaya mengatasi kendala adalah P2BN,
SLRT dan penambahan klasifikasi penerima bantuan.
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